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TIGA ANALISIS KEGAGALAN SISTEMIK

KEGAGALAN
KONSEPTUAL

e Kebutuhan perkim masih
berlandaskan hitungan
backlog,

e Kebutuhan hunian sewa
lebih cepat tumbuh

e Kebutuhan perkim
cenderung kepada
kelompok yang sulit
terjangkau program
pemerintah.

KEGAGALAN
KELEMBAGAAN

e Urusan perkim tersebar
di 9 K/L secara sektoral,

e Tidak ada mekanisme
formal untuk
mengoordinasikan
peran

KEGAGALAN
IMPLEMENTASI
DAERAH

® Pelimpahan implementasi
daerah tidak dibarengi
dengan penguatan
kapasitas

e Kurangnya data
terverifikasi, serta sistem
informasi optimail.
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Tiga Analisis Kegagalan Sistematik
KEGAGALAN KONSEPTUAL

1. Perkim diperlakukan Alokasi Anggaran APBN Perumahan
sebagai kebijakan

infrastruktur & mekanisme

pasar, bukan kebijakan o Milik KPR Subsidi

sosial. (Private Housing)

2. Pengukuran masih " sewa (Public

ousing)

bertumpu pada bagk_log’ Hibah (Social Kajian
bukan housing deficit Housing) gerr_mfenkggzdsqn
(kuantitatif, kualitatif, artra,
aksesibilitas).

3. Belum tepat sasaran Alokasi APBN didominasi rumah milik (83%), padahal

dengan kebutuhan kebutuhan masyarakat terbesar justru pada hunian
sewa (62%) dan rumah sosial (10%).
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Tiga Analisis Kegagalan Sistematik

KEGAGALAN KELEMBAGAAN

Penyelenggaraan Perkim
tersebar di 9 K/L, dengan
program, anggaran, dan sistem
data yang berjalan
sendiri-sendiri.

Tanpa RP3KP Nasional
sebagai dokumen pengikat,
kebijakan berkembang
(policy layering) tanpa
evaluasi memadai.

PKP

Penyediaan
hunian

Kemendagri

SPM &
pengawasan
Pemda

Kemenkeu / BP
Tapera
Pembiayaan
(FLPP, Tapera,
SMF)

PU

Infrastruktur
kawasan

Bappenas

Perencanaan &
target nasional

BPJS
Ketenagakerjaan
Jaminan
perumahan
pekerja

ATR/BPN

Pertanahan &
sertifikasi

BNPB

Hunian pasca
bencana

BUMN
(Perumnas, PP, BTN)

Pelaksana bangun
& biaya
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Tiga Analisis Kegagalan Sistematik

KEGAGALAN IMPLEMENTASI DI DAERAH

1.  SDM belum memadai (belum memiliki
perencana Perkim yang tersertifikasi)

2. Perencanaan berjalan tanpa data defisit FORUM PP G
perumahan yang akurat dan terverifikasi. ‘

3. Sistem informasi belum optimal — tiap m Shghed PRAKTIS!
daerah memakai definisi & metodologi BLMN/BUMD -~

berbeda @ //ff\ _ \\
——— A Ui%@“qgg\

m\ POKJA / I
N\ v/

rEpGn
AKADEMISI ~N —

Studi Kasus: Rumah untuk Warga Baru Asli  Studi Kasus: Pembangunan Hijau di Dusun

Timor Timur (WBATT) Serut, Bantu

Riset lapangan Paramita (2026) di tujuh daerah (Palembang, Surakarta, Malang,
Pekalongan, Sleman, Jawa Barat, dan Pontianak)
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KELOMPOK MASYARAKAT TERDAMPAK
LANGSUNG

. _— i 47,85 juta masyarakat kelas
gzlﬁ* Juta pe_llgﬁrjilnformal 204l menengah belum terjangkau
cium memiliikl akses program subsidi tetapi juga
Pekerja  terhadap KPR formal Kelas sulit membeli rumah
Informal Menengah
~——- Ada 75,15 juta lansia pada a]=: C’O Penanganan kumuh dan
‘ .} “} 2050 belum terfasilitasi ; ' rawan bencana masih
¥ % ® hunian layak dan aksesibel =l (8] A8 berjalan secara terpisah

Lansia
Penanganan Kumuh &

Rawan Bencana
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AKIBAT KETIADAAN

GRAND DESIGN

-

0 risiko tingqi Y

”  Tidak ada acuan linkage kawasan strategis lintas
sektor (kab/kota - provinsi - nasional)

Defisit Perumahan Nasional
L Terdata 9,9 juta unit pada 2025 )
" Perkim sebagai Kebutuhan Dasar Belum A Pekerja Informal\
menjadi Prioritas =aek afee
Alokasi Perkim 0,7% APBN, dibanding pendidikan 10,6%
dan kesehatan 4,6% TSR SIS [
N J /
“Huni . D
:;::"" nf;:;:;l?:t"::;:r Penduduk Lansia a :enar;‘gandf‘h\
. : Belum diantisipasi kebutuhan umuh masi
33% kab/kota terindeks nuiieD e Lyl T

Total nasional
+70.352 Ha dan
246 Ha dalam

Hanya 39 kab/kota yang tuntas s.d tahap legislasi, dan

belum difungsikan secara operasional

A 4

\ kondisi berat /
perkimid




TIGA MOMENTUM RP3KP NASIONAL

MOMENTUM MOMENTUM MOMENTUM
KELEMBAGAAN PERENCANAAN DEMOGRAFI
Kementerian PKP telah berdiri RPJMN 2025-2029 Urbanisasi naik 60,7% —
melalui Perpres No. 191 Tahun menargetkan 3 Juta Rumabh, 72,9% (2045); lansia

2024, dengan mandat yang tapi APBN hanya mampu diproyeksikan £75,15 juta jiwa
lebih fokus pada perumahan membiayai £9%-nya. 91% pada 2050. Tekanan kebutuhan
dan kawasan permukiman. membutuhkan instrumen hunian tidak bisa ditunda.

operasional yang jelas.
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PROFIL PEMBICARA

Dr. Ir. Oswar M. Mungkasa, MURP

Perencana Ahli Utama
Bappenas

(April 2021 - sekarang)

ePerencana Ahli Madya Kementerian
PPN/Bappenas (2019 - 2021)

eDeputi Gubernur DKI Jakarta Bidang
Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
(2015 -2019)

eDirektur Tata Ruang dan Pertanahan
Bappenas (2013 - 2015)

eKepala Biro Perencanaan dan
Anggaran Kementerian Perumahan
rakyat (2010 - 2012)

Oktavia Asril, S.T., M.T.

Kasubdit Keterpaduan, Kemitraan
& Kelembagaan Kawasan Perkim
KemenPKP

(2024 - sekarang)

e JF Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Madya/Katim
Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Ditjien Perumahan
KemenPUPR (2021 - 2024)

eKasi Evaluasi dan Pelaporan Ditien Penyediaan
Perumahan KemenPUPR (2015 - 2020)

eKasubbid Kawasan Perkotaan Deputi Bidang
Kawasan Kemenpera (2012 - 2015)

eKasubbid Pemantauan dan Evaluasi Deputi Bidang
Kawasa Kemenpera (2011 - 2012)

eKasubbid Wilayah Provinsi Deputi Bidang Kawasan
Kemenpera (2008 - 2011)

eKasubbid Kebijakan Nasional Deputi Bidang
Kawasan Kemenpera (2005 - 2008)

Zia Hawari Hudaya, S.T.

Kepala Bidang Perumahan
Rakyat
Dinas Perumahan Rakyat &

Kawasan Permukiman Kab. Kendal
(2022 - sekarang)

Akfif menjadi narasumber dan

pembicara ahli dalam forum koordinasi

antardaerah, seperti

eSharing Session Penanganan RTLH,

eMitra kolaborasi strategis bersama
Balai Pelaksana Penyedia Perumahan

(BeréJFWk”I Kmnti&riﬁ PUPR
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ang Inklusif dan Berkel n
DISKUSI STRATEGIS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN yang ¢ lanjeta

- STRATEGI RP3KP

- SESUAI KEBUTUHAN DAERAH _

Perumahan bukan hanya tentang jumlah rumah,
tetapi tentang masyarakat, tempat, dan masa depan daerah.

&.

Tanggal
22 Oktober 2026

9 Lokasi ® Diselenggarakan oleh
Daring (Zoom) [ Caritra Indonesia



Membaca Kebutuhan Perumahan
dari Perspektif Daerah

Menelaah hubungan isu pembangunan daerah dengan kebutuhan perumahan dan permukiman,
berdasarkan Policy Brief dan tayangan Mahditia.

Yang kita sepakati Hal yang perlu dikritisi atau dipertegas

Beberapa hal dalam Policy Brief dan tayangan Mahditia
yang perlu penajaman lekih lanjut.

Penyempurnaan yang kita tawarkan

Pokok-pokok penting yang sejalan
dengan Policy Brief dan tayangan Mahditia.

Usulan untuk memperkuat pemahaman kebutuhan
perumahan dari perspektif daerah.

Kebutuhan perumahan bersifat multidimensional
Tidak hanya backleg (jumlah), tetapi juga
kualitas hunian, keterjangkauan, hunian sewa,

Operasionalisasi kebutuhan belum rinci

Bagaimara isu p2mbangunan daerah diterjemahkan
menjadi kebutuhan perumaban menurut kelompok

Menyusun diagnosis kebutuhan berbasis daerah

Menggunakan kombinasi data kuantitatif (Regsosek
DTKS, data keperdudukar, RTRW/RCTR) dan

|

dan permukiman yang layak dan aman.

Beragam kelompok masyarakat perlu diperhatikan
@®  Masyarakat berpenghasilan rendan (MER),
pekerja informal, generasi muda, penyardang

®

((

masyarakat, jenis hunian (baru, peningkatan kualitas,
sewa), lckasi, dar tingkat urgensinya belum jelas.

Pemanfaatan data daerah belum optimal

Penggunzan data daerah (misal: Regsosek, DTKS, data
kependudukan, RTRW/RDTR, dan data sektoral lain)
belum tergambar secara sistematis untuk mendiagnosis

kualitatif (kajian lapangan) untuk memetakan
kebutuhan perumahan secarz lebih komprehensif.

Memetakan kebutuhan menurut kelompok
dan jenis hunian

MBR, pekerja informal, ganerasi muda, penyandang
disabilitas, lansia, dll., serta kebutuhan rumah baru,

disehilitas, lansia, serta kelompok rentan lainnya. i ooty Baningkatan kualitss. huian Sswa; dan pecataan
permukiman.

Keterkaitan dengan isu pembangunan daerah
belum kuat

Belum terlinat secara jelas bagaimena isu-isu utama
daerah (pertumbuhan ekoromi, ketimpangan wilayah,
risiko bencana, perubahan iklim, urbanisasi, dll.)
membent.k kebutuhan perumahan dan permukiman

Kebutuhan sangat dipengaruhi karakteristik daerah  (E})
Perbedaan demografi, struktur ekonomi, pola

permukiman, risiko bencana, dan dinamika urkanisasi

membual kebutuhan tiap daerah berozda.

Mengaitkan kebutuhan dengan isu pembangunan
daerah

go

Mengintegrasikan analisis kebutuhan perumahan
dz=ngan prioritas pembangunan daerah, termasuk
pertumbuhan ekonomi, ketimpangan, risiko bencana,
parubahan iklim, dan rancana tata ruang,

RP3KP perlu berbasis pada diagnosis kebutuhan nyata
Diagnosis memerlukan data, analisis, dan

pemahaman lapangan yang komprehensif, tidak

Prioritas penanganan belum tegas

Kriteria dan metoca penetapan prioritas kebutuhan
perumahar di tingkat daerah belum dijelaskan s2cara

o o Menetapkan prioritas kebutuhan dalam RP3KP
0 E Menggunakan kriteria yang jelas (besaran kebutuhan,

AR a urgensi, kelayakan, dampak sosial-ekonomi, dan
hanysmengandalkanangra nadlonal memadzi. kesiapan daerah) untuk menentukan lokas! dan jenis
penanganan yang diprioritaskan.
Alur Analisis Isu Kelompok Jenis Kebutuhan Lokasi dan Implikasi bagi
Kellj:) t I?a Pembangunan :. Masyarakat Terdampak ﬁ Perumahan Tingkat Urgensi RP3KP
utuhan Daerah } i) (MBR pekerjainformal, ) {rumeh t":m'k it ) ~mme-  (Wilayah pricritas, } o :ngt-eg’- p(;)gram.

Perumahan :ii‘;’("?";‘;‘sﬁg-m muda, lansia, disabilitas, ﬁgﬁ‘:g\:’; Leltas risiko dencana, pemst;ig;?ar;acsﬁn
di Daerah dy s di) penataan permukiman) keterjanckauan, di.) penanggung jawab)




Merumuskan Strategi Penanganan
Sesuai Kebutuhan Daerah

Menelaah usulan penanganan dalam Policy Brief dan tayangan Mahdiitia,
menguiji kesesuaiannya dengan karakteristik dan kebutuhan daerzh. g

Hal yang perlu dikritisi atau dipertegas
Beberapa hal dalam Policy Brief dan tayangan Mahditia
yang perlu penajaman lebih lanjut.

Strategi perlu berbasis pada kebutuhan nyata o Pilihan strategi belum dikaitkan secara jelas n Menetapkan paket strategi sesuai tipe daerah

Yang kita sepakati

Penyempurnaan yang kita tawarkan

Pokok-pokok strategi yang relevan
dan sejalan dengan RP3KP

Usulan strategi yang lebih operasional, kontekstual,
dan dapat dimplementasikan di daerah.

a A di daerah / dengan diagnosis ietxautun duerah 9 e Merumuskan paket intervensi untuk daerah
ﬁ ® Menjawab kondisi, potens), dan tantangan spesifik 0 * Kriteria pemilihan strategi untuk tipe daerah ‘v‘ perkotaan, peri-urhan, perdaszan, dan daerah tertinggal.
tiap daerah (perkotzan, peri-urban, perdesaan, tertinggal) M g ‘I st b e,
e Tidak hanya mengejar angka, tetapi kualitas belum tariinat jefas. e sttt e i
i kebern}lar'utar? i angiatedp o Keterkaitan antara isu pembangunan dzerah dan penilihan strategi.
Jtay; jenis intervensi perumahan belum kuat.
o Pendekatan yang beragam sesuai karakteristik o - Pemanfaatan data daerah belum optimal 0 Menggunakan data dan analisis yang lebih kuat
@ daerah I ' Yieges ca Sadian (06 RTRW/RONR, Cont o Integrasi data spasial, sosial ekonomi, risiko bencana,
:.‘ e Kombinasi panyediaan (baru), oeningkatan kualitas, " kependudukan, risiko bencana, kemiskinan, MBR) dan data perumahan.
perbaiken kawesan, dan dukungan sewa. bRk menei kan stiateg: hekim trgaibar. o Analisis kebutuhan per kelompok masyarakat,
o Menyesuaikan dengen demografi, kondisi ekonom, e Analisis kebutunan spesifik kelompok (MBR, pekerja jeris hunian, lokasi, dan tingkat urgensi,
dan dinamika urbanisasi. informal, lansia, disabilitas, dll.) masih terbatas.
: . Aspek kelayakan, pembiayaan, dan kapasitas o Memperkuat kelayakan, pembiayaan, dan
e tegyest .dengan program dan se!(tor torkak o pelaksanaan belum dijelaskan I ‘ kelembagaan daerah
® Keterkaitan (jengan penataan ruang, infrastruktur » Pertimbangan fiskal daerah, skema pembiayaan, %‘ « Menyusun skema pembiaysan yang realistis
o dEsar, pqrg':‘elmgan risiko bencara, dan pernbangunan den kapasitas kelzmbagazn daerah belum terlihat jelas. 2 (DAX, APBD, KPBU, dukungan K/L, swasta, dIl.).
. ge?”mmé OKa o = « Risiko imolementasi dan keberlanjuten strategi o Meningkatkan kapasilas perencanaan dan pelaksanaan
lasendan arah.canisasaran : perlu diperhitungkan. di daerah serta memastikan keberlanjutan.
Kerangka Diagnosis Pilihan Strategi Lokasi dan_ Implementasi R Masukan untuk
Strategi Penanganan Kb R Seat gl QP Svola Prioritas O S %O NES sl
2 9 ng e |su sembangunan daerah @ Penyeciaan baru e Penetapan lokas! prioritas o Skema pembiayaan e Prioritas program
di Daerah o Karakteris:ik wiayah ® Pening<atan kualitas berbasis data spasial o Peran KL, pemerintah daerah, e Tzrget dan indikator
Dari diagnosis kebutuhan o Kelompok masyarakat e Perbaikan kawasan o Tingkat urgensi dan EP Tapera, swasta, masyarakat ® Integrasi dengan pregram
hingga pricritas intervensi terdampak  Dukungan sewa/ f?'ayakf’" . o Tahepan pelsksanaan s :/leklior ;frkat =
4 akses pembiayaan ® Sinkronisesi dengan « Fengelolaan riciko da% zcva.,lTar; pemartavan

penataan ruang




Memastikan Implementasi dan Tata Kelola
yang Efektif di Daerah

Menelaah usulan implementasi, pembiayaan, dan tata kelola dalam Policy Brief
dan tayangan Mahditia, serta mengkaji kesesuaiannya dengan karakteristik dan kapasitas daerah.

Yang kita sepakati

Hal yang perlu dikritisi atau dipertegas Penyempurnaan yang kita tawarkan

Usulen untuk memperkuat implementasi dan tata kelola
dari perspektif daerah, termasuk oeran Pokja PKP.

Arah implementasi dan tata kelola yang disampaikan
dalam Policy Brief dan tayangan Mahditia sudeh tepat
dan relevan.

Beberapa hal dalam Fclicy Brief dan tayangan Manditia
yang mas:h perlu penajaman lebih lanjut.

@
50

Implementasi perlu berbasis kebutuhan daerah

» Penetapan program, lokasi, dan skala disesuakan
dengan hasil diagnosis kebutuhan.

e Mempertimbangkan variasi karakteristik dzerah
(per«otaan, peri-urban, perdesaan, tertinggal)

Multi-aktor dan kolaborasi perlu diperkuat
e Keterlibatan pemerintah pusat, pemerintah daerah,
duniz usaha, masyarakat, dan lembaga keuangan.

e Peran masyarakat dan kelompok rentan perlu
lebin diutamakan.

Pembiayaan perlu beragam dan inovatif

o Kombinasi APEN, APBD, pembiayaan perdankan,
instrumen non-APEN (seperti K2BLJ, dana berguilir,
CSR, dan sumber incvatif lainnya).

e Mempertimbangkan kemempuar fiskal daerah
dan kemitraan dengan berbagai pihak.

Tata kelola dan kelembagaan perlu diperkuat

o m « Penguatan koordingsi pusat-dasrah, peningkatan

kapasitas kelembagaan daerah, serta pemantauan
dan evaluasi yang barkelanjutan

o Sejalan dengan arah dan sasaran RP3KP.

Q]

(((

°m

©.

Terjemahan strategi ke rencana implementasi

masih perlu diperjelas

» Keterkaitan antara pilihan strategi dan program/
kegiatan di dacrah belum dijelaskan secara operasional
(miszl tahapar, aktor, dan kewenangan).

» Mekanisme penentuan lokasi, skala, dan targat tahunan
masih perlu dipertegas.

Skema pembiayaan belum dijelaskan secara detail

» Rincian skema pembiayaan untuk tiap tipe daerah
(perkotzan, per-urban, perdesaan, tertinggal) belum
terlhat jelas.

o Pembagian peran dan tanggung jawab pembiayaan
antara pusat, daerah, dan phak lain masih perlu
penajaman.

Peran Pokja PKP di daerah belum tergambar jelas

» Fungsi, keanggotaan, hubungan dengar perangkat
daerah, dan rekanisme kerja Pokja PKP dalam
implementasi RP3KP masih perlu diperijelas.

» Keterkaitan Pokja PKP dengan forum perencenaan
daerah dan mekanisme pengambilan keputusan
belum dijelaskan secarz rinci.

Sistem pemantauan dan evaluasi belum komprehensif

» Indikator hasil, mekanisme pelaporan, pemanfaatan data
dacrah, dan umpar balik untuk pembdelajaran masih
perlu dipertegas.

» Aspek keberlanjutan dan dampak jangka panjang
masih perlu dije askan.

°a

Menyusun rencana implementasi berbasis daerah

o Roadmap implementasi yang mengnubungkan hasil
diegnosis kebutuhen dengan orograny/kegiatan, lokasi,
skala, target tahunan, dan peneanggung jawab.

e Memanfaatkan dokumen perencanaan daerah
(RPJMD, RKPD, RTRW/RLTR) untuk memastikan
sinkronisasi cengan RP3KP.

Merancang skema pembiayaan yang sesuai konteks

« Pilhan skema pembiayaan diferensiatif sesuai tipe daerah
dan kapasitas fiskal (APBN, APBD, KPBU, KUR Perumahan
FLPP, dana bergulir, CSR, dll.).

o Penguatan akses pembiayzan bagi MBR dan kelompok
rantan, termasuk dukungan regulasi dan insentif.

Memperjelas dan mengoptimalkan peran Pokja PKP

« Menegaskan fungsi Pokja PKP sebagai forum kcordinasi
dan sinkrenisasi lintas pemangku kepentingan di daerah.

* Memperjelas keanggotaan, hubungan dergan perangkat
daerah, mekanisme kerja, dan dukungan sekretariat.

« Mengintegraskan Pokja ”KP dzngan forum perencanaan
daerah (musrenbang, RPD) dan mekan'sme pelaksaraan
RF3KP di daerah.

Membangun sistem pemantauan dan evaluasi yang kuat

« |ndikator hasil dan dampak yang jelas, dengan pemenfaatan
data dacrah dan teknologi (misal geotagging, dashboard).

o Evaluasi berkala untuk memastikan efektvitas, keberlanjutan,
dan pembelajaran bagi perbaikan kebjakan dan program.

ATy It tositl Strategi dan Program Perencanaan di Dasrah Pokja PKP di Daerah Pembiayaan Pelaksanaan Program Pemantauan dan Evaluasi
dhbh sl i ol dari RP3KP o Iegrasi dengan 990 - Koorinesidan sinonises « AFBN, APBD, KPBU, » Penyeciaan, peringkatan -.ll * Indisator hasil dan dampak
Tata Kelola di Daerah « Pilihan strategi } REIMD/RKPD ’ AR . veiboton muti-akior ) = KUR,FLPP canabargul, ’ kualts,denparangann « Pemantaatan data dac-oh
« Program prioritas * Penetapan lokasi, skala, » Mengawal implementas CER. dil. awdser o Pembelaaran dan
dan target * Moniloring dan evaluasi * Sesuai kapasitas Caesah & S;T‘f raan dengan berbagai

o perbaikan kebijakan



Yang kita sepakati

Gagasan dalam Policy Brief dar tayangan Mahditia
tentang pantingnya kolaborasi sudah tepat dan relevan.

Implementasi perlu melibatkan banyak pihak

e Pemerintah, dunia usaha, masyarakat, lembaga
keuangan, dan ekademisi perlu dilibatkan.

o Kelompaok rentan dan masyarakat berpenghasilan
rerdah perlu mendapat perhatian khusus.

Peran lintas sektor sangat penting

o Keterlibatan banyak pihak dibutuhkan dalam
perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

® Sinergi dengarn program dan kebijakan sektor lain
diperlukan agar RP3KP lebih efektif

2 o®e
g

Ol

Perlu mekanisme koordinasi yang jelas

o Kolaborasi perlu dikelola melaiui forum yang
terintegrasi i daerah

e Perlu pembagian peran yang jelas antar pamangku
kepentingan.

=

Komposisi Keanggotaan Pokja PKP (Pentahelix)
Melibatkan lima unsur utama dengan peran yang sal'ng melengkapi.

* Pusat d(ernentenan PKP
&YL 't‘e( A ait)

- rah (Pempraov,
Lambagatatengan Plon-thant SQESEEN  Dunia Usana |
» Perbankan + Pengembang
* Lembaga pemblayaan ¢ Indusin bakan banqunan
» Dana bergulr * Asosiasi sestor
* Investor sosial

¢ Program CSR

» Perguruan tinggi

® Pusat riset

» Kajian dan inovasi

. Pe\da’nmqa'\ teknis

Pokja PKP
di Daerah

Masyarakat
* Kelompok masyarakat
* Kelompok rentan (MBR)
« Organisas masyarakat sipil
* Aspirasi dan pengawasan e o

fak

Kolaborasi untuk Implementasi RP3KP di Daerah:
Peran Pokja PKP dalam Pendekatan Pentahelix

Mengelola kolaborasi lintas pemangku kepentingan melalui Pokja PKP untuk implementasi RP3KP di daerah.

Hal yang perlu dikritisi atau dipertegas »

Beherapa hal dalam Policy Brief dan tayangan Mahditia
yang masih perltl penajaman lebih lanjut.

Penyempurnaan yang kita tawarkan

Usulan untuk memperkuat kolaborasi lewat Pokja PKP
agar implementasi RP3KP lebih efektif di daerah.

o Memperkuat peran Pokja PKP sebagai forum pentahelix
m ¢ Pokja PKP menjadi forum kocrdinasi dan sinkronisasi

lintas pemangku kepentingan (pemerintah, dunia usaha,
masyarzkat, akademisi, lembaga keuangan).

Peran Pokja PKP belum tergambar secara detail
o Fungsi, keanggotaan, hubungan dengan perangkat
daerah, dan me<anisme kerja Pokja PKF di dasrah
masih perlu dioerteges.

Keterkaitan Pokja PKP dengan proses perencanaan,
pembiayaan, pelaksanaan, dan evaluasi belum jelas

¢ Pokja PKP menghubungkan perancanaan, program,
pembiayaan, pelaksanaan, dan pemantauan-evaluasi
RP3KP di dasrah.

Pembagian peran antar pemangku kepentingan

belum rinci

» Peran spesifik masing-masing unsur pentahelix
(pemerintah, duniz usaha, masyarakat, akademisi,
lembaga keuangen) belum dijelaskan secara operasicnal.

o Insentif dan keritmen antar pihak masih terbatas,

Memperjelas pembagian peran dan komitmen

o Menyusun peta peran, kewenangan, dan kontribusi
masing-masing unsur pentahelix sesuai kebutuhan dzerah.

* Memanfaatkan instrumen kera sama (Mo, kemitraan,
CSR, KUR Perumahan, dana be-culir, dil.) dengan target
dan indikator yang jelzs.

Keberlanjutan kolaborasi belum diuraikan

o Mekanisime menjaga konsistensi kuldboldbl lintas periode
perencanaan dan pergantian kepemimpinan daerah
masih perlu penjelasan

¢ Pemarfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan program
belum digambarkan secara memadai.

Membangun sistem pemantauan, evaluasi, dan keberiznjutan
« Indikator kolaborasi dan capaian yang jelas.

» Pemanfzatan data dan teknclogi (dashboard kolaborasi).

« Forum pembelajaran dan replikasi prakti« baik antar daerah.

Siklus Kerja Pokja PKP di Daerah Hasil yang Diharapkan

Menghubungkan kolaborasi pentahelix dari parencanaan hingga evaluasi

Implementasi RP3KP lebih terarah
dan sesuai kebutuhan daerah.

1. Perencanaan
* Menzlaah kebutuhan

&

2 Koordinasi
o Fasiitad dialog pentahelic

o

daerah

s@e
il

= Siskaonisasi RPIMC, RKPD, P darata Db 09 Kolaborasi pentahelix yang lebih kuat
RTRW, dan RP3KP M’;"m,a;',wr 7 1) dan berkelanjutan.
® Penetzpanickas skala, » Penyelessian hambatan
mplemantasi

. Penyediaan perumahan yang lebih inklusif
Pokja PKP dan berxuzlitas.
di Daerah
(Forum Pentahelix)

Penguatan peran daerah dalam
tata kelola perumahan.

Replikasi can pembelajaran antar daerah

peaktik baik untuk perhaikan berkelanjutan.




Kontekstualisasi RP3KP Sesuai Karakteristik dan
Tantangan Daerah

Mengadaptasi arah kebijakan RP3KP ke dalem konteks dan kebutuhan spesifik daerah
agar lebih relevan, realistis, dan efektif.

Yang kita Sepakati Hal yang perlu dikritisi atau dipertegas Penyempurnaan yang kita tawarkan

Gaga Beberapa hal dalam Policy Brief dan tayangan Mahditia Usulan untuk memperkuat kontekstualisasi agar
yang masih perlu penajaman lebih lanjut implementasi RP3KP lehih efektif di daerah
o Daerah memiliki karakteristik yang beragam o Kriteria dan indikator kontekstualisasi belum jelas 0 Menetapkan kriteria, indikator, dan tipologi daerah
9 e Perbedaan kandisi geografis, sosial, ekonomi, / ¢ Belum dijelaskan secara rind kriteria, indikator, ¢ Gunakan indikator komposit (sosial, ekenomi,
l. ‘ demografi, dan budaya memengaruhi kebutuhan o dan tipologi dazsrah yang digunakan. geografis, cemografis, risiko bencana, dan kapasitas fiskal).
perumahan dan kawasan permukiman. O + Keterkaitan antara karakteristik deerah, kebutuhan, Iu « Susun tipologi daerah (perkotaan, perdesaan, pesisir,
o RP3KP perlu disesuaikan dengan karakteristik dan pilihen strategi/intervensi masih perlu dipertegas. pulau kecl, perbatasan, tertinggal) sebagai dasar

dan prioritas masing-masing daerah,

e Kebutuhan dan tantangan daerah berbeda-beda
e Tantangan di daerah perkotaan, perdesaan,

o Perlu mempertimbangkan kelompok rentan

dan kebutuhan khusus.

Pemanfaatan data dan analisis kewilayahan belum optimal

¢ Data yang digunakan masih terbatas
dan belum terintzgrasi lintas sumber.

+ Pemanfaatan alat anal's's (misalnya geospesial,
indeks keterjangkauan, dan proyeksi kebutuhan)
masih perlu diperkuat.

penysasualan strategi RP3KP.

Memperkuat data dan analisis kewilayahan

¢ Integrasikan data dari BPS, BIG, Kementerian/Lembaga,
dan pemerintah deerah.

« Manfaatkan alat analisis seperti geospasial, proyeksi
kebutuhan, dan indeks keterjangkauan perumahan.

¢ Sedickan panduan dan template analisis yang mudah
digunakan oleh daerah.

Diperlukan analisis dan data yang memadai o

* Pemanfaatan data dan analisis kewilayahan
sangat penting untuk menyusun strategi yang tepat.
O e Perlu dukungan metcde dan alat analisis yang relevan
dan mudzh diakses oleh daerah.

Nlekand'rsrnependa'npmgmdanP‘"“he‘*”"""a"“"‘t"*"""e"ah o Membmgunmelmsmep«dacmngmdmpombelapm
bekum ijelaskan : : Fasilitasi pendampingan teknis bagi daerah, terutama
*» Belum ada penjelasan tentarg dukungan teknis, daerah dengan kapzsitas terbztas
pendampingan, dan berbagi praktik baik anter daerah. o Kembangkan platform bzrbagi data dan praktik baik
o Perlu mekanisre yang lebih sistematis untuk memastikan antar daerah.
daerah mampu melaku«an kontekstualisasi dengan baik. o Libatkan akademis: dan lambaga teknis untuk dukungzn
analisis dan inovasi solusi lo<al.

Contoh Karakteristik dan Kebutuhan Daerah (Tipologi) Pendekatan Kontekstualisasi Daerah Hasil yang Diharapkan
dengen kebutuhan dan potensi daerah,

I Andjsxs 4. lmplementaaa Sousi parumahan dan kawasan permukiman
2 . mﬂ’" Intervensi T‘-’*"“‘" Pembelzjaran .‘ yang lebih inklusif dan adaptif.

Pesisir dan . » Gunakan indikator o Sesugikan prioritas « Pendampingon teknis o Magukhan ke dalam

Pulau Kecil i polodicadrah dan pendekatan dan peningkatan perencanazn program,

« Fisiko bencana tinggi . Alf 505 terbotas Araiksis kebutuhan RP2KP ! kapasitas dan penganggarzn

+ Kondisi ingkungan o Keterbatasan layanan ® dn tantancan spesifik Piih intervensi yang e Bordag praktik baik doereh

wilayah pesisir, pulau kecil, dan daerah tertinggal s
memerlukan pendekatan yang berbeda. ]

Pemanfaatar data dan anlisis kewilayahan
yang lebih optimal

o Kepadatan linggi e Sebaran penduduk ﬁ
o Keterbatasan lahan rendzh 2
i o Kualitas infrestruktur : - -
. 1 Derus

3 » Kebutuhan infrastruktur . R d dan realistis sy 4 ‘ :

o Penataan kawasan  ® Fl;er;mchan skwadav_a St s (o bencirs ik m::’;‘““ kebutuhian Kombinasikan S z:"‘"::"f;lt;';';arg‘d‘::" data g B perencanaan dan pengelolaan RPIKP.
«umuh o Dukungan ekonomi - Sus solusi pusat dan J i Sesuaikan strategi

lokal el L >: Pecakatan by daeral'f : 3 berdasarkan hasi

evaluasi

Kolaborasi dan pernbelajaran anlar daerzh
berkelanjutan.

pencahariar lokal den afimatif

yang lokih kuat




Internalisasi RP3KP ke dalam Perencanaan, Program,
Penganggaran, dan Implementasi

Memastikan RP3KP menjadi rujukan nyata dalam perencanaan, program, penganggaran, dan Imptementasl
di daerah, dengan tetap selaras dengan dokumen perencanaan dan kebijakan terkait.

Yang kita sepakati
Gagasan dalam Policy Brief dan tayangan Mahditia

Hal yang perlu dikritisi atau dipertegas . Penyempurnaan yang kita tawarkan

Beberapa hal dalam Policy Brief dan tayangan Mahditia Usulan untuk memperkuat internalisasi agar
yang masih perlu penajaman lebih lanjut. implermentasi RP3KP lebih afektif di daerah.

tentang pentingniya internalisasi sudah tepat dan relevan.

RP3KP perlu diselaraskan dan diterjemahkan Rantai intemalisasi belum dijelaskan secara rinci.
» ke dalam dokumen perencanaan daerah yang relevan. / » Bagaimana alur darl RP3KP ke RPJPD, RPJMD, RKFD,
‘ o’ prog-am, kegiatan, dan penganggaran

» Siapa yeng bertanggurg jawab pada setiap tehap

Peta jalan intemalisasi yang sistematis.
* Menyusun peta jalan (roaamag) Internalisasi dari RP3KP

« Menjadi rujukan bagi penyusunan areh pembangunan, ° ke RPJPD, RPJMD, RKPD, program, kegiatan, dan
sasaran, program, dan kegiatan sesuai periode Iv penganggaran.

perencanaan (RPJPD, RPIMD, RKPD)

e Diselaraskan dengan RTRW/RDTR dan rencana

sektoral terkait (perumahan, infrastruktur, lingkungan).

e Diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan e

dan bagaimana koordinasinya. « Menyediakan contoh template dan padoman teknis

yang mudah digunakan oleh daerah

Keterkaitan dengan penganggaran belum diperjelas. Penganggaran yang terarah dan siap dilaksanakan.

» Bagaimara prioritas RP3KP masuk ke KUA-PPAS, APED), ¢ Menyusun matriks prioritas program calem KUA-PPAS
serta sumber pembiayaan lain (APBN, DAK. FLPP, KUR, dil).

» Kiriteria pemilihen program dan kegiatan serta mekanisme

yang operasional. -
: ‘ = Program dan kegiatan yang jelas, terukur, dan sesuai v'
= penyusunan proposal yang terstancar.

kewenangan daerah.
 Memanfaatkan skema pembiayaan yang tersedia
(FLPP, KUR Perumahan, DAK, dana bergulir, CSR, dl).

(APBN, DAK, FLPP, KUR, dana bergulir, CSR, dll).
o Menyusun daftar proyek siap laksana (recay to implement).

Pemantauan, evaluasi, dan pembelajaran antardaerah.
» Indikator capaian, mekanisme pelaporan, dan penggunazn » Menetapkan indikator capaian yang terukur.

sistem (mis::-/a 17D, e-M:)nef belur dijelaskan rindi. [ ) . M_eng‘integrasukan pe.rzwantaw 1an dergan SIFD, e-Money,
» Perlu mekan sme koreksi dan penyesuaian kerdasarkan ' den sistem K/L terxait.

hasil evaluasi dan perubahan kondisi daerah » Melakukan evaluasi berkala dan berbagi pembelajaran
. antar daerzh.

pemantauan, dan evaluasi.

o Koordinasi lintas OPD dan lintas wilayah.

e Femantauan dan evaluasi untuk memastikan
pelaksanaan sesuai rencana dan target.

den APBD.
+ Memanfaatkan berbagai sumber pembiayaan
L 3

Alur Internalisasi RP3KP ke dalam Si Perencanaan dan Penganggaran Daerah
1. RP3KP 2. Penyelarasan dalam 3. Program dan Kegiatan 4. Penganggaran 5. Implementasi 6. Pemantauan dan Evaluasi
@ o Visi strategi Perencanaan Daerah " JOl  Penetapan program prioritas o KUA-PPAS dan APED o Pelaksanaan program s Indikator capaian
dan prioritas ’ « RPIPD (arah jangka panjang) ’ * Kegiatan operasional ’ * Sumber pembiayaan Lain Careg e ' * SIPD, e-Monev, dan
o Kebutuhan den e RPIMD (sasaran dan strategi bersama lintas OPD (APEN, DAK, FLPP, KUR, . §oofdlna51 untlas OPD sistomn K/L terkait
target indikator * RKPD (priovitas tahunan) * Lokasi dan target dana berguli-, CSR, il af pars pia » Evaluasi berkala
« RTRW/RDTR dan rencana e Keterpaduandangan * Skema pembiayaan ® fgggmgf?gnm"&" * Penyesuaian strategi
sektoral terkat program K/L dan pihak lain dan kesiapan proyek pendarmpingan teknis dan program
Contoh Program dan Kegiatan (llustratif) Keterkaitan dengan Kebijakan dan Program Lain Hasil yang Diharapkan
3 = RP2KP dimplerentasikan secara nyata
?a.mmai‘mmh s:ammwum ' Pesisir dan Pulau Kecil Daerah Tertinggal/ ﬁ At e ania N D Sarah
m'e YME"‘ sl . n' m"'?' Mada-a/a o Rumah tahan bencana I‘E'b'm' - I Program den kegiatan lebih terarah, terukur,
o Penatoan kawasan 8 ¢ Prasarana dasar o Infrastruktur dasar vl o Program ll dan sesuai kebutnhan daerah.
o Infrastruktur dasar RTRW/ Pengentasan £
kumuh B permukiman - PRes ¢ Solus! hunian adaptif Fq Dukungan pelayanan dasar RDTR (pmgu. sh Ikhm dm Kamizkinan dan q -intas %Ls v Akses pembiayaan lebih besar dan berkelanjutan.
© Peninglatan kudlitac gt & mmml - m»aasrsﬂw pessr ="y + Skema pembiayaa kusus RioBenans)  Lnghungan —Peninghatea ‘f.,'ffm‘ m, 9’ “2;?5;\;%” e o

Infrastrukuur dasar Mata Pencaharian



'- 21. PERNYATAAN PENGGUNAAN Al

Pernyataan Penggunaan
Kecerdasan Buatan (Al)

Penyusunan tayangan ini memanfaatkan
bantuan teknologi kecerdasan buatan
(Artificial Intelligence/Al) sebagai alat bantu
dalam proses penyuntingan, pengorganisasian
gambar, dan pemeriksaan keajekan naskah.

Seluruh gagasan, analisis, interpretasi,

& | dan kesimpulan dalam tayangan ini
, sepenuhnya merupakan

tanggung jawab penulis.

Informasi yang disajikan telah
ditelaah, disesuaikan, dan diverifikasi
berdasarkan sumber rujukan yang relevan.

Penggunaan Al tidak mengurangi
tanggung jawab etis penulis dalam
memastikan akurasi, keterandalan, dan
kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran
serta ketentuan yang berlaku.

Pelatihan Dasar-Dasar Perencanaan Pembangunan | Perencanaan Pembangunan Kewilayahan dan Sinkronisasi Pusat-Daerah p e r k I m I d ‘




PROFIL PEMBICARA

Dr. Ir. Oswar M. Mungkasa, MURP

Perencana Ahli Utama
Bappenas

(April 2021 - sekarang)

ePerencana Ahli Madya Kementerian
PPN/Bappenas (2019 - 2021)

eDeputi Gubernur DKI Jakarta Bidang
Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
(2015 -2019)

eDirektur Tata Ruang dan Pertanahan
Bappenas (2013 - 2015)

eKepala Biro Perencanaan dan
Anggaran Kementerian Perumahan
rakyat (2010 - 2012)

Oktavia Asril, S.T., M.T.

Kasubdit Keterpaduan, Kemitraan
& Kelembagaan Kawasan Perkim
KemenPKP

(2024 - sekarang)

e JF Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Madya/Katim
Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Ditjien Perumahan
KemenPUPR (2021 - 2024)

eKasi Evaluasi dan Pelaporan Ditien Penyediaan
Perumahan KemenPUPR (2015 - 2020)

eKasubbid Kawasan Perkotaan Deputi Bidang
Kawasan Kemenpera (2012 - 2015)

eKasubbid Pemantauan dan Evaluasi Deputi Bidang
Kawasa Kemenpera (2011 - 2012)

eKasubbid Wilayah Provinsi Deputi Bidang Kawasan
Kemenpera (2008 - 2011)

eKasubbid Kebijakan Nasional Deputi Bidang
Kawasan Kemenpera (2005 - 2008)

Zia Hawari Hudaya, S.T.

Kepala Bidang Perumahan
Rakyat
Dinas Perumahan Rakyat &

Kawasan Permukiman Kab. Kendal
(2022 - sekarang)

Akfif menjadi narasumber dan

pembicara ahli dalam forum koordinasi

antardaerah, seperti

eSharing Session Penanganan RTLH,

eMitra kolaborasi strategis bersama
Balai Pelaksana Penyedia Perumahan

(BeréJFWk”I Kmnti&riﬁ PUPR



STUDI KASUS : KABUPATEN KENDAL

e Masuk dalam wilayah metropolitan
Kedungsepur (Kendal, Demak,
Ungaran, Salatiga, Semarang,
Purwodadi)

Jumlah penduduk 1,06 - 1,09 juta
jiwa dengan dominasi usia produktif
(15 - 64 tahun) ~76,45%

dengan pengangguran terbuka
4,6% dan terus menurun (5 tahun
terakhir) - BPS, 2022 - 2026

Kabupaten Kendal memiliki pusat industri utama Industri manufaktur menyumbang
Kawasan Industri Kendal (KIK) yang juga kontribusi terbesar dalam ekonomi

ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus yakni 42,03% melampaui pertanian
(KEK). (17,27%), dan perdagangan (12,04%)

: ; - BPS, 2026
Hingga Januari 2023, KIK telah menyerap 25.000

tenaga kerja dengan pengembangan area seluas

2200 ha. ner ki m i d




STUDI KASUS : KABUPATEN KENDAL

Isu Kebutuhan Hunian:

&
(]
¢ Perusahaan memungkinkan
' membawa pekerja lama, maupun
Migrasi baru dari dalam dan luar daerah.
Pekerja

Implikasi hadirnya industri juga

akan memengaruhi kebijakan
Perubahan yang mengatur aturan bangunan,

Tata Guna Lahan sepertiKLB, KDB, perpajakan.

Peningkatan kebutuhan fasilitas
dapat dipertimbangkan dengan
penyediaan secara komunal.

Infrastruktur &
Fasilitas

® 000 ® O«

Masa Huni

-
© g
3 =
Q_m
m:

o o
Isu Lain

Penggunaan berdasarkan fase (misal
masa kontrak, housing career, dsb)
dapat memudahkan operasional
penyediaan perumahan.

Pemda bisa mendukung melalui
mekanisme koperasi, subsidi, atau
penggunaan aset daerah.

Isu tanah turun, supply bahan
konstruksi, perubahan pesisir menjadi
industri, teknologi baru yang memadai.

perkimid



KEBUTUHAN JANGKA PANJANG
MENGATUR HUNIAN

Pengaturan kebutuhan jangka panjang berfungsi
sebagai penyiapan serta mitigasi dampak dari
aktivitas industri meliputi pengaturan hunian,
kegiatan, dan pengadaan di fase-fase operasional:

Pra-Operasional Saat Operasional Pasca-Operasional/
y Pasca-Industri
: Eirrsélgcpgr?qoclionn e Kebutuhan rumah . e Rencana kegiatan
e Jenis rumah tenaga berdasarkan tenaga kerja ketika industri akan
kerja yang yang datang berpindah
dibutuhkan

perkimid



KEPASTIAN TATA RUANG DALAM
PERUNTUKAN INDUSTRI

Penggunaan lahan sebagai industri, tidak hanya merubah satu area kawasan yang
hendak digunakan, tetapi juga kebijakan-kebijakan yang mengikuti. Perlu ada
penyesuaian dengan keberadaan industri (perubahan guna lahan) agar tetap bisa
diimplementasikan dengan baik.

Kebijakan yang berpengaruh:

Perpajakan Hunian
Sewa (kos-kosan)

Kab. Kendal menarik pajak 10%,

riskan menyulitkan masyarakat
(sebagai pemilik)

cog KDB - KLB
ooo Guna lahan industri tidak bisa
iy menjalankan KDB 10% yang

sebelumnya bisa diaplikasikan di LSD

Dalam hal ini RP3KP berperan penting dalam pencegahan
lingkungan kumuh. : :
perkimid



PEMBIAYAAN

Pemenuhan secara Komunitas:

e Penyediaan fasilitas
bersama

e Implementasi housing
career dengan kebijakan
rent to own

e Pembiayaan dengan
menyesuaikan kondisi
pekerja (masa jangka
kontrak, atau alokasi DP
untuk /landed house)

e Kemudahan peminjaman
ke bank secara bersama

Optimalisasi Aset Pemda:

e Penyediaan sewa dengan aset
Pemda

e Optimalisasi fungsi koperasi untuk
pembiayaan

Ownership:

e Pengadaan hunian perlu
diperhatikan berdasarkan
kepemilikan lahan agar bisa
ditetapkan aturan pajak yang tidak

mengesampingkan masyarakat
(tanah pemda, tanah milik pribadi, dst.)

perkimid



ISU LAIN

Teknologi Baru

e Apakah ada teknologi baru yang dapat membantu
pengadaan perumahan?
(dalam studi kasus terkait, di kawasan industri)

Pergantian Struktur Pekerjaan Akibat
Perubahan Guna Lahan

e Perubahan guna lahan mentransformasi pencaharian
masyarakat (misal dari petani tambah ke buruh
manufaktur)

e Alih kepemilikan lahan dari milik masyarakat ke pihak
privat rentan menumbuhkan kerentanan sosial

e Butuh regulasi ketat dari pra hingga pasca-industri.
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ISU LAIN

Pasokan Material Bangunan

e Masifnya pembangunan perlu memperhatikan
hambatan distribusi material untuk menjaga supply
bahan bangunan

e Pemerintah bisa upayakan peran koperasi (primer,
sekunder) dan tindak lanjut secara nasional mengenai
hal ini.

Penurunan Muka Tanah

e Kab. Kendal: area tanah pemda turun +1,5 meter dalam
5 tahun terakhir.

e Intervensi apa yang tepat untuk menghadapi isu
periklim seperti adanya penurunan muka tanah?

perkimid
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Perencana Ahli Utama
Bappenas
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ePerencana Ahli Madya Kementerian
PPN/Bappenas (2019 - 2021)

eDeputi Gubernur DKI Jakarta Bidang
Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
(2015 -2019)

eDirektur Tata Ruang dan Pertanahan
Bappenas (2013 - 2015)

eKepala Biro Perencanaan dan
Anggaran Kementerian Perumahan
rakyat (2010 - 2012)

Oktavia Asril, S.T., M.T.

Kasubdit Keterpaduan, Kemitraan
& Kelembagaan Kawasan Perkim
KemenPKP

(2024 - sekarang)

e JF Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Madya/Katim
Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Ditjien Perumahan
KemenPUPR (2021 - 2024)

eKasi Evaluasi dan Pelaporan Ditien Penyediaan
Perumahan KemenPUPR (2015 - 2020)

eKasubbid Kawasan Perkotaan Deputi Bidang
Kawasan Kemenpera (2012 - 2015)
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eKasubbid Wilayah Provinsi Deputi Bidang Kawasan
Kemenpera (2008 - 2011)

eKasubbid Kebijakan Nasional Deputi Bidang
Kawasan Kemenpera (2005 - 2008)

Zia Hawari Hudaya, S.T.

Kepala Bidang Perumahan
Rakyat
Dinas Perumahan Rakyat &
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Akfif menjadi narasumber dan

pembicara ahli dalam forum koordinasi

antardaerah, seperti

eSharing Session Penanganan RTLH,

eMitra kolaborasi strategis bersama
Balai Pelaksana Penyedia Perumahan
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Kementerian PKP Mendorong Penyediaan
Rumah Layak dan Kawasan Permukiman yang Berkualitas

Kementerian PKP menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan suburusan kawasan permukiman
untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan.

— Mandat =R Tujuan o Pendekatan
E& Urusan perumahan dan ( O> Hunian layak, terjangkau, 3000 Kolaborasi pemerintah, daerah,
suburusan kawasan permukiman. dan berkelanjutan bagi masyarakat. masyarakat, dan pelaku
pembangunan.
Penyediaan Hunian 4 Peningkatan Kualitas
‘@ Rumah susun, rumah khusus, dan dukungan @ Bedah Rumah, penanganan kawasan kumuh,
rumah subsidi melalui FLPP. sanitasi, dan bantuan PSU.
Pembiayaan & Kemudahan — Perencanaan & Pembinaan
9% FLPP, SBUM, KPP, serta fasilitasi kemudahan :O RP3KP, Klinik PKP, dukungan sistem informasi,
perizinan dan fiskal sesuai ketentuan. den fasilitasi pemerinteh daerah.

Pesan utama: pemenuhan kebutuhan perumahan memerlukan dukungan rumah, lingkungan, pembiayaan, dan pembinaan secara terpadu.

Sumber: Roadmap Kementerian PKP 2025-2029; PKPN Program 3 Juta Rumah dalam RPJMN 2025-2029. p e r k | m | d 02
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Kebutuhan Perumahan Dipengaruhi
Karakteristik Daerah

Setiap daerah memiliki persoalan dan kebutuhan penanganan yang berbeda. Perencanaan perlu
mempertimbangkan perkembangan wilayah, kemampuan masyarakat, infrastruktur, dan risikc lingkungan.

KARAKTERISTIK WILAYAH KEBUTUHAN DAN ARAH PENANGANAN
PESAN UTAMA

Kebutuhan perumahan o Kawasan industri & Hunian pekerja, rumah sewa atau milik, akses transportasi,

. i S pusat pertumbuhan dan infrastruktur dasar.
tidak cukup dilihat dari
backlog saja. e Perkotaan padat Hunian terjangkau, pemanfaatan lahan efisien, hunian vertikal,

Kondisi WIIayah dan dan peningkatan kualitas permukiman.

karakteristik masyal‘akat e Pesisir & rawan bencana Keamanan lokasi, ketahanan bangunan, mitigasi risiko bencana,

perlu menjadi dan penataan kawasan.

pert|mbangan° e Karakteristik sosial Kebutuhan MBR, pekerja informal, lansia, generasi muda,
ekonomi masyarakat dan kemampuan pembiayaan yang berbeda.

Intinya: isi RP3KP perlu disesuaikan dengan kondisi dan isu pembangunan di masing-masing daerah.

Sumber: PKPN Program 3 Juta Rumah c¢alam RPJMN 2025-2029; Paparan Audiensi DPRD Kota Ternate, 2026. p e r k I m I d
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Peran RP3KP dalam Mendukung
Kebutuhan Pembangunan Daerah

RP3KP merupakan dokumen perencanaan jangka panjang yang membantu pemerintah daerah
mengidentifikasi kebutuhan, menetapkan pricritas, dan mengarahkan pembangunan perumahan
serta kawasan permukiman.

Aspek Perlu Dipertimbangkan dalam RP3KP Daerah g
spek yang Perlu Dipertimbangkan dalam aera Arah Penguatan dari

Kebutuhan masyarakat Kementerian PKP

Backlog, kualitas rumzh, kebutuhan rumah sewa, kemampuan ekonomi, dan perubahan demografi.
Pedoman penyusunan RP3KP diarahkan

Karakteristik wilayah ager lebih operasional, adaptif terhadap
Kawasan industri, perkotaan, pesisir, kepulauan, dan kawasan rawan bencana. karakteristik daerah, dan selaras dengan

tata ruang serta dokumen perencanaan
Kesesuaian lokasi pembangunan.

RTRW/RDTR, ketersediaan dan legalitas lahan, daya dukung lingkungan, dan risiko bencana.

Infrastruktur & layanan dasar
Jalan, air minum, sanitasi, drainase, pelayanan dasar, dan transportasi.

Program & pelaksanaan g
Lokasi prioritas, bentuk penanganan, pembiayaan, lahapan, dan pembagian peran. Y

RP3KP perlu menjawab kebutuhan nyata daerah dan memberi kejelasan lokasi, jenis penanganan, tahapan, pelaksana, dan kebutuhan pendanaan.

Sumber: Hasil FGD Revisi Pedoman RP3KP, 2026. p e r k | m | d 04
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Kolaborasi untuk Menjawab
Kebutuhan PKP Daerah

Perencanaan yang baik memerlukan data, koordinasi, dan dukungan lintas sektor agar kebutuhan
perumahan dan kawasan permukiman dapat ditangani secara tepat.

<«  Kementerian PKP Q Pemerintah Daerah ® Pokja PKP Pelaku Pembangunan
11 _ £ S P4 iy f & Masyarakat
J— Kebijakan, pedoman, |dentifikasi kebutuhan, Forum koordinasi untuk P
pembinaan, fasilitasi penyusunan RP3KP, menyelaraskan data, Dukungan investasi,
program, dan penguatan penetapan prioritas, dan kebutuhan, program, penyediaan hunian,
keterpaduan PKP. ntegrasi ke program daerzh. pendanaan, dan peran pembiayaan, dan partisipasi
lintas sektor. dalam pelaksanaan.

01 Mengidentifikasi persoalan dan kebutuhan PKP berdasarkan kondisi spesifik wilayah.

Arah Kolaborasi 02 Menentukan prioritas penanganan sesuai kapasitas dan kewenangan masing-masing pihak.

03 Menyelaraskan rencana pembangunan dengan dukungan program, pendanaan, dan keterlibatan lintas sektor.

Kementerian PKP mendorong RP3KP agar semakin mampu menggambarkan kebutuhan nyata masyarakat darﬁaél?;rﬁli daf?r. | d 05
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